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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Klp 

P U T U S A N 

Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Klp 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai 

talak antara : 

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tumbang Laku, 10 Februari 1977, agama 

Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, 

tempat kediaman di Jalan XXXXXXX, Kelurahan Rantau 

Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, 

sebagai Pemohon; 

melawan 

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Rantau Panjang, 24 November 1984, agama 

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan 

SD, tempat kediaman Jalan XXXXX, Desa Tumbang 

Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, 

sebagai Termohon. 

Pengadilan Agama tersebut;  

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya 

tertanggal 01 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Klp, 

tanggal 01 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap 

Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Klp 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 

tangal 10 April 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, No: 

05/2/IV/1999 tertanggal 20 April 1999;   

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat 

tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Jalan XXXXX, Desa Tumbang 

Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan kurang lebih 2 tahun, 

kemudian pindah di kediaman bersama di Jalan XXXXXX, Desa Tumbang 

Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan kurang lebih 4 tahun 

di dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah rukun dan 

harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 

orang anak yang masing-masing bernama:  

2.1 XXXX, lahir di Tumbang Manjul, 03 Maret 2000;   

2.2 XXXXXX, lahir di Tumbang Manjul, 06 Juni 2002;   

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan 

harmonis namun sejak bulan April 2006 ketentraman rumah tangga 

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dan 

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 

pada saat itu Pemohon sering keluar dari rumah karena bersetatus DPO 

dalam kasus illegal loging;   

4. Bahwa perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada 

Juni 2006 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat 

tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman 

bersama, saat ini Pemohon beralamat di Jalan XXXX, Kelurahan Rantau 

Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan sedangkan Terugat 

beralamat di Jalan XXXXXX, Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan 

Hulu, Kabupaten Seruyan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir 

batin lagi;   

5. Bahwa adanya perselisihan tersebut yang terus menerus tersebut 

mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada 

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina 

rumah tangga;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Klp 

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan 

Termohon namun tidak berhasil;   

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon merasa rumah tangga sudah 

sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;   

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini.  

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara 

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :  

PRIMAIR 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;   

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 

satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan 

Agama Kuala Pembuang;   

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;   

SUBSIDAIR 

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-

adilnya;  

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon 

datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah 

hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang 

sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi 

dan patut berdasarkan relaas Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Klp tertanggal 02 

September 2020 dan 08 September 2020, serta tidak ternyata bahwa 

ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

        Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan 

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar 

bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan 

Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses 

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang 

menghadap ke persidangan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Klp 

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan 

perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat 

permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh 

Pemohon; 

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat 

didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di 

persidangan; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 

I. Bukti Surat 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/2/IV/1999 yang dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, 

Tanggal 20 April 1999. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah 

dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P; 

II. Bukti Saksi 

1. XXXXXXX, tempat tanggal lahir Tumbang Manjul, 01 Januari 1984, 

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, 

bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kelurahan Kuala Pembaung II 

Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah 

menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan 

keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, 

selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah sepupu Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1999 yang lalu; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di 

kediaman orang tua Pemohon di Jalan XXXXX Desa Tumbang 

Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan dan dari 

pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua 

orang anak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Klp 

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis 

karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 

2006 dan kepergian Termohon tersebut tanpa sepengetahuan dan 

tanpa seizin dari Pemohon namun saksi tidak mengetahui penyebab 

Termohon pergi meninggalkan Pemohon; 

- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali ke tempat 

tinggal bersama; 

- Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk kumpul 

bersama lagi namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut, 

hal tersebut saksi ketahui berdasarkan penuturan Pemohon kepada 

saksi; 

- Bahwa saksi pernah mendengar keterangan dari Pemohon bahwa ia 

menjadi daftar pencarian orang oleh kepolisian setempat dikarenakan 

kasus illegal loging; 

- Bahwa Pemohon sudah diberi saran dan nasihat supaya bersabar, 

namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon; 

2. XXXXXXX, tempat tanggal lahir Tumbang Laku, 04 September 1984, 

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat 

tinggal di Jalan XXXX Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang 

Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah saksi bersumpah menurut 

agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan 

yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya 

saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah kakak kandung Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1999 yang lalu; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di 

kediaman orang tua Pemohon di Jalan XXXXX, Kecamatan Seruyan 

Hulu, Kabupaten Seruyan dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan 

Termohon telah dikaruniai dua orang anak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Klp 

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis 

karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 

2006 namun saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi 

meninggalkan Pemohon; 

- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali ke tempat 

tinggal bersama; 

- Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk kumpul 

bersama lagi namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut, 

hal tersebut saksi ketahui berdasarkan penuturan Pemohon kepada 

saksi; 

- Bahwa Pemohon pernah keluar dari tempat tinggal bersama selama 

beberapa bulan dikarenakan kasus illegal loging, tidak beberapa lama 

setelah Pemohon kembali ketempat tinggal bersama justru Termohon 

yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa 

sepengetahuan Pemohon dan keluarga; 

- Bahwa Pemohon sudah diberi saran dan nasihat supaya bersabar, 

namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon; 

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak 

mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan 

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk 

selanjutnya mohon putusan; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah 

ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan 

Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Klp 

Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus 

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg 

perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(Verstek); 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha 

mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada 

Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah 

tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha 

damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di 

persidangan;  

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis 

Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa 

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang 

tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili 

Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang 

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohon 

mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, 

yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan 

perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, maka quod est Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 

Disclaimer
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Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk 

bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di 

atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan 

Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi dikarenakan Termohon yang 

telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2006 sampai 

dengan sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah 

tidak saling memperdulikan lagi;. 

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka 

Majelis Hakim menilai Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan 

sidang Pengadilan; 

  Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis 

Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara 

permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara 

suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak 

pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau 

kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh 

suatu halangan yang sah, sehingga quod est Pasal 149 R.Bg juncto Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, patut dinyatakan Termohon 

tidak hadir di persidangan dan perkara a quo diperiksa sesuai dengan tata 

acara verstek;  
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Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, 

maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon. 

Namun oleh karena perkara perceraian termasuk dalam kategori perdata khusus 

yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan 

azas lex specialis derogat lex generalis alat bukti pengakuan tidak dapat 

menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;  

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim 

sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara 

Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat 

Majelis Hakim, bahwa “Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang 

dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara 

bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum keluarga dan 

hak pribadi”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis 

Hakim tetap memberikan beban pembuktian (burden proof) kepada Pemohon 

guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan 

Termohon sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah 

berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan 

XXXXX Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

sebagai berikut:  

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa 

fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P), Majelis Hakim menilai bahwa 

alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan 

Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat 

bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan 

mengikat (bindende). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 

Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan 

Termohon telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 10 April 1999 dan 

sampai saat ini belum bercerai; 
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 Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 

dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan 

Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk 

menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan 

persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan 

oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara 

ini dan dapat didengar keterangannya;  

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, 

berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) dan 309 Rbg dan 368 (1), saksi-saksi 

tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat 

sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber 

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling 

bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut 

Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi 

tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat 

bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim 

dalam memutus perkara ini;  

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, saksi-

saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang 

bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak 

tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa 

sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon dan sejak kepergiannya Termohon 

tidak pernah kembali sampai saat ini dan selama itu Termohon tidak lagi 

menjalankan kewajiban sebagai isteri dan ibu dari anaknya; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi 

tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung 

kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut 

telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki 

dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Klp 

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh 

Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat 

pembuktian saksi adalah bebas (vrij bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat 

alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan 

dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir 

permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di 

persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat pernikahan sejak 

tanggal 10 April 1999; 

2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul 

sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 

dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon; 

3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun 

lebih kurang sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu, disebabkan karena 

Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai 

saat ini dan selama ini Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai 

isteri dan ibu dari anaknya; 

4. Bahwa upaya damai dari kedua pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon 

dan Termohon, sudah dilakukan namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim 

menilai alasan dasar diajukannya permohonan cerai ini karena alasan 

perselisihan dan pertengkaran tidak didukung oleh bukti-bukti dan dari fakta di 

persidangan terungkap bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga 

sesungguhnya disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan 

Pemohon tanpa izin selama 14 (empat belas) tahun lebih secara berturut-turut 

tanpa alasan dan selama meninggalkan Pemohon, Termohon tidak lagi 

menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam rumah tangga, sehingga alasan 

ketidakharmonisan karena peselisihan dan pertengkaran dinyatakan tidak 

terbukti dan harus dikesampingkan; 
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Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah alasan perceraian karena  

salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya tanpa izin selama lebih dari 2 

(dua) tahun sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka 

ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim yaitu : (1). Salah 

satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut, (2). Pihak tersebut 

meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah serta bukan karena 

hal yang diluar kemampuannya, (3). Pihak yang ditinggalkan merasa keberatan 

dengan keadaan yang dialaminya; 

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti 

bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun 

secara berturut-turut, Termohon pergi tanpa seizin dari Pemohon dan bukan 

karena suatu keadaan atau alasan yang sah secara hukum dan terhadap 

keadaan tersebut Pemohon merasa keberatan dengan keadaan yang dihadpinya 

saat ini; 

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur 

keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Termohon pergi 

meninggalkan Pemohon, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang 

tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan 

bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar 

suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas 

kehidupan rumah tangga; 

 Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, “perkawinan ialah ikatan 

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa 

salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan bathin 

yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai 

dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga 

kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Klp 

kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah 

tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terujud tujuan 

perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga  yang 

sakinah, mawadah dan rahmah;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah 

SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang artinya : “dan barang siapa 

yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha 

mendengar Dan Maha mengetahui” 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b), telah terpenuhi. Oleh 

karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk 

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu 

raj’i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang; 

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang 

diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut 

terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan 

Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan 

demikian Majelis Hakim  akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan 

ikrar talak  di depan  sidang  Pengadilan  Agama Kuala Pembuang  pada  waktu  

yang  akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal 

ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2006; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka 

sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya  yang timbul dalam perkara ini dibebankan  

kepada Pemohon;  
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  Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; 
   

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon  dengan Verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan  talak satu 

raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan 

Agama Kuala Pembuang; 

4. Membebankan kepada Pemohon  untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 3.816.000,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah); 

 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 15 

September 2020  Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, 

oleh kami Riduan, S.H.I  sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc. dan Eko 

Apriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut 

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis 

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Thoyib, S.H.I., 

M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya 

Termohon. 

  

Hakim Anggota I, 

Ttd 

Dedi Jamaludin, Lc. 

Ketua Majelis, 

Ttd 

Riduan, S.H.I 

 

 

 

Hakim Anggota II, 

Ttd 
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Eko Apriandi, S.H. 

 Panitera Pengganti,  

Ttd 

                    Thoyib, S.H.I., M.H. 

 

 

Rincian biaya perkara: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) 
 

1. Biaya Pendaftaran : Rp.       30.000,- 

2. Biaya Proses : Rp.       50.000,- 

3. Biaya Panggilan : Rp.  3.700.000,- 

4. PNBP Panggilan : Rp.       20.000,- 

5. Biaya Redaksi : Rp.       10.000,- 

6. Biaya Materai : Rp.         6.000,- 

Jumlah : Rp.  3.816.000        
,-  
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